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Abstrak: Otonomi daerah dan desentralisasi, selain maraknya integrasi nasional, korupsi, dan
partai politik, dibenahi secara aktif di negeri ini. Otonomi daerah merupakan proses negara
yang belum selesai yang akan terus mengalami perubahan dan tidak akan pernah selesai.
Kecenderungan pendekatan yang digunakan dalam artikel ilmiah juga menjadi topik yang
menarik. Tentunya, dari berbagai penelitian yang dilakukan, dapat ditentukan bahwa prosedur
tersebut menghadirkan berbagai kendala. Terkadang, penelitian juga meninggalkan pertanyaan
yang belum terpecahkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren
dalam mata pelajaran dan kesulitan serta menyusun pertanyaan terbuka yang belum
terpecahkan dalam penelitian desentralisasi dari tahun 2017 hingga 2022. Analisis tren ini
dapat dilakukan dengan memanfaatkan Google Scholar sebagai sumber data dan pendekatan
tinjauan literatur sistematis. Hasil studi menunjukkan bahwa subjek penelitian desentralisasi
yang paling banyak dipilih adalah kebijakan, politik daerah, dan pembangunan daerah.
Persentase diskusi paling signifikan topik ini adalah 19,2%, diikuti oleh 15,4%. Pariwisata,
politik budaya, politik hukum, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen sumber daya
manusia berada di urutan terbawah, dengan gabungan 3,8%. Kecenderungan dalam metodologi
penelitian desentralisasi adalah menggunakan metode "kualitatif". Pendekatan ini memiliki
tingkat penggunaan tertinggi sebesar 92,3%. Sementara “kuantitatif* memiliki tren
penggunaan terendah, dengan 7,7% dari semua kutipan, itu adalah istilah dengan frekuensi
terendah. Tantangan dalam kajian desentralisasi meliputi konflik vertikal, kelembagaan
reformasi, dan ketimpangan akses. Amerika Serikat secara geografis beragam karena
geografinya sebagai negara kepulauan dan perbedaan regional dalam infrastruktur dasar,
kapasitas ekonomi, dan kebijakan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Literature Review, Tantangan, Desentralisasi

A. Pendahuluan

Otonomi daerah dan desentralisasi, selain maraknya integrasi nasional, korupsi, dan
partai politik, dibenahi secara aktif di negeri ini. Otonomi daerah merupakan proses negara
yang belum selesai yang akan terus mengalami perubahan dan tidak akan pernah selesai.
Sentralisasi, Desentralisasi, dan Dekonsentrasi merupakan konsep pemerintahan daerah yang
cukup dikenal dalam sistem pemerintahan Indonesia. Terkait dengan pemerintahan daerah,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
tunduk pada 8 (delapan) perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini
(UU Pemda). Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah otonom
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengatur kegiatan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat. Adanya delapan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia sejak tahun 1945 menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah
mengalami perubahan dan perkembangan yang dinamis sejak kemerdekaan. Telah terjadi
fluktuasi dalam penyelenggaraan negara Indonesia dan otonomi yang diberikan kepada daerah.
Awalnya, "otonomi otentik dan akuntabel" digunakan untuk mencirikan fenomena ini.
(Thamrin, 2019). (Thamrin, 2019). Desentralisasi merupakan antitesis dari kebijakan
sentralisasi pemerintah pusat. (Bida, 2021).

Kesenjangan pengetahuan tentang metode penelitian yang digunakan dalam studi
desentralisasi merupakan masalah kontemporer. Kebanyakan sarjana menganjurkan metode
penelitian kualitatif untuk desentralisasi, sementara yang lain menyukai pendekatan kuantitatif.
Tidak ada penelitian tentang desentralisasi yang mempelajari tren, metodologi, atau perhatian
penelitian tentang otonomi daerah. Oleh karena itu, penulis didesak untuk mengatasi
kurangnya pengetahuan seputar tren, pendekatan, dan tantangan penelitian desentralisasi.
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tren penelitian desentralisasi,
metodologi, dan isu-isu. Berbagai pendekatan penelitian telah diterapkan pada studi
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desentralisasi. Dengan banyaknya studi yang diselesaikan, setiap investigasi pasti menghadapi
kendala. Hambatan ini harus diidentifikasi untuk memajukan penelitian masa depan. Untuk
menemukan hal-hal tersebut, diperlukan penelitian dengan menggunakan proses telaah pustaka
yang sistematis.

Metode tinjauan literatur sistematis mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis
temuan studi untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diberikan sebelumnya (Kitchenham
& Charters, 2007). Awalnya, metode SLR digunakan secara luas dalam penelitian farmasi dan
medis. Barbara Kitchenham mulai menerapkan metode ini pada sektor komputasi pada tahun
2007. Metode ini sesuai untuk menilai pola penelitian dalam periode tertentu. Metodologi
penelitian ini dipusatkan pada pernyataan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana tren
penelitian di bidang desentralisasi dari tahun 2017 hingga 2022? (2) Metodologi penelitian apa
yang telah digunakan di bidang desentralisasi dari tahun 2017 hingga 2022? (3) Apa masalah
penelitian di bidang desentralisasi dari tahun 2017 hingga 20227

B. Metodologi Penelitian

Tinjauan sistematis dan meta-analisis bertujuan untuk mengidentifikasi tren, metodologi,
dan isu-isu dalam penelitian bidang ilmu desentralisasi dengan memeriksa dan menganalisis
artikel yang dilakukan antara 2017 dan 2022. Tinjauan sistematis literatur ini dilakukan dengan
Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (Liberati et
al., 2009). Untuk melakukan pencarian mendalam tentang desentralisasi, peneliti berkonsultasi
dengan database Google Scholar dengan kata kunci "perbandingan sistem pemerintahan,
desentralisasi, dan masalah™ dari 2016 hingga 2021, dengan 200 publikasi. Setiap database
berisi direktori berbeda untuk konten terkait. Disertasi yang diterbitkan, buku, abstrak
konferensi, dan ulasan tidak termasuk. Selain itu, penelitian yang berlebihan dihilangkan.
Judul dan abstrak dari artikel yang dikumpulkan kemudian dievaluasi secara independen
terhadap kriteria inklusi oleh tiga sarjana. Studi yang tidak tersedia dalam teks lengkap
diperoleh melalui korespondensi dengan penulis dan dikecualikan karena kurangnya akses ke
teks lengkap atau tidak ada tanggapan dari penulis. Teks lengkap kemudian ditinjau sesuai
dengan kriteria inklusi.

C. Hasil dan Pembahasan
1. Metode yang digunakan dalam penelitian ilmu administrasi publik dalam tahun 2016-
2021
Berdasarkan tinjauan sistematis terhadap 26 penelitian, 24 menggunakan metode
penelitian kualitatif dan 2 menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam penerbitan
desentralisasi, pendekatan penelitian kualitatif meledak. Metode kuantitatif sangat penting
dalam penelitian desentralisasi karena metode ini menguji prinsip-prinsip kualitatif.

METODE PENELITIAN
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Gambar 1. Metode Penelitian Desentralisasi tahun 2017-2022
2. Tantangan dalam penelitian ilmu administrasi publik dalam tahun 2017-2022
Penelitian desentralisasi menghadirkan tantangan. Meski tatanan telah berubah, konflik
vertikal mengungkapkan resistensi daerah yang tumbuh terhadap kontrol pemerintah pusat.
(Huda & Heryansyah, 2019). Orang Indonesia harus memperbaiki institusi yang ada, bukan
membangun yang baru. Tujuan utamanya adalah mendemokratisasikan lembaga-lembaga
negara sehingga warga dapat mempercayai mereka. (Rachman, 2018). Ketimpangan akan
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menghambat pertumbuhan kesehatan Indonesia selama beberapa dekade. Hal ini terutama
karena topografi negara kepulauan, keragaman infrastruktur, kemampuan ekonomi, dan
kebijakan pemerintah daerah di berbagai daerah, terutama selama desentralisasi. (Noor et al.,
2021).

Dalam beberapa tahun terakhir, desentralisasi Indonesia mengalami kemajuan yang
signifikan. Hal ini meningkatkan layanan masyarakat dan kemampuan pemerintah daerah
untuk mengelola yurisdiksi mereka. Perkembangan desentralisasi di Indonesia juga
menghadapi beberapa tantangan. Beberapa tantangan tersebut antara lain: 1) Belum
terwujudnya otonomi daerah yang sebenarnya, meskipun telah terjadi pemindahan
kewenangan kepada pemerintah daerah, namun pada kenyataannya pemerintah daerah masih
terikat oleh berbagai aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini
menyebabkan otonomi daerah yang sebenarnya belum terwujud; 2) Belum tercapainya
keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah daerah
seringkali mengeluhkan bahwa dana yang diterimanya dari pemerintah pusat tidak seimbang
dengan tanggung jawab yang harus ditanggungnya. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah
kesulitan dalam mengelola wilayahnya; 3) Belum tercapainya koordinasi yang baik antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, meskipun telah terjadi pemindahan kewenangan
kepada pemerintah daerah, namun koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
masih belum terjadi dengan baik. Hal ini menyebabkan terjadinya overlapping atau tumpang
tindih kewenangan yang dapat menyebabkan konflik; 4) Kurangnya kapasitas pemerintah
daerah dalam mengelola kewenangan yang diterimanya, meskipun telah terjadi pemindahan
kewenangan kepada pemerintah daerah, namun kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola
kewenangan yang diterimanya masih terbatas. Hal ini disebabkan karena kurangnya sumber
daya manusia yang kompeten, serta kurangnya dana yang tersedia untuk mengelola
kewenangan tersebut, dan 5) Belum tercapainya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan
keputusan, meskipun telah terjadi pemindahan kewenangan kepada pemerintah daerah, namun
keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan masih belum tercapai dengan baik. Hal
ini disebabkan karena masih terdapat keterbatasan dalam memberikan akses bagi masyarakat
untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan.

D. Penutup

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, didapatkan kesimpulan sebagai
berikut: 1) Tren penggunaan metode dalam penelitian bidang desentralisasi adalah penggunaan
metode “Kualitatif”. Metode ini memiliki penggunaan terbanyak dengan persentase sebesar
92,3%. Sedangkan tren penggunaan paling rendah adalah “kuantitatif” dengan persentase
7,7%; dan 2) Tantangan yang dihadapi dalam kajian desentralisasi diantaranya adalah konflik
vertikal, Lembaga reformasi dan ketidaksetaraan akses yang sebagian karena geografinya
sebagai negara kepulauan dan perbedaan regional dalam infrastruktur dasar, kemampuan
ekonomi, dan kebijakan pemerintah daerah, Amerika Serikat secara geografis beragam.
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